PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONES A
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONES A

Setelah mempdagjari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh -sungguh
hal-ha yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, b angsa, dan negara, serta dengan
menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesa Tahun 1945, Mgdis Permusyawaratan Rekyat Republik Indonesia mengubah dan/etau
menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasd 3 Aya (1), (3), dan (4); Pasd 6 Ayat (1), dan (2); Pasd
6A Ayaet (1), (2), (3), dan (5); Pasd 7A; Pasd 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasd 7C;
Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasd 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat

1), (2), (3), dan (4); Pasa 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIb, Pasd 22E Ayat (1), (2), (3),
(4), (5), dan (6); Pasd 23 Ayt (1), (2), (3); Pasd 23A; Pasad 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1),

(2), (3), dan (4); Pasd 23F Ayat (1) dan (2); Pasd 23G Ay a (1) dan (2); Pesal 24 Ayat (1) dan (2);
Pasd 24A Aya (1), (2), (3), (4), dan (5); Pesd 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasd 24C Ayat (1),
2), (3, @), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga

sHengkapnyaberbunyi sebagal berikut:

Pasal 1
@ Kedaulatan beradadi tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang -Undang Dasar.
<] Negaralndonesaada ah negarahukum.

Pasal 3

0] Majdis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetgpkan Undang -Undang
Dasar.

(3 MagdisPermusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

9 Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden ddam masajabatannyamenurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

()  Cdon Presden dan caon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sgiak kelahirannya
dan tidak pernah menaima kewarganegaraen lain karena kehendaknya sendiri, tidek perneh
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas
dan kewgjibannyasshaga Presiden dan Wakil Presiden.

(20  Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur Iebih lanjut dengan
undang-undang.

Pasal 6A
@ Presiden dan Wekil Presiden dipilih ddlam satu pasangan secaralangsung oleh rekyet.
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(20  Pesangan caon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
patai palitik pesertapemilihen umum sebdum paaksanaen pemilihen umum.

(3)  Pasangan cdon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih lama dari lima
puluh presiden dari jumlah suara ddam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.

® Tata cara pel aksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam

undang-undang.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Madis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah
melakukan pdanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korups, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidek lagi memenuhi syarat
sehaga Presiden dan/atau Wekil Presden.

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat digjukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat kepada Mgdis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan
memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakya bahwa Presiden dan/atau Wakil Presden
telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghiatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, aau perbuatan tercda; dan/atau pendgpat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/a tau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syar a sebaga
Presiden dan/atau Wekil Presiden adalah ddam rangka pdaksanaan fungs pengawasan
Dewan Parwakilan Rakyat.

(3 Pengguan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitus hanya
dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang -
kurangrya2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwiskilan Rekyat.

(49) Mahkamah Konditus wgjib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seedil -adilnya
terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari
satdah permintaen Dewan Parwakilan Rekyat itu diterimaoleh Mahkameah Kondtitud.

(5) Apabila Mahkamah Konstitus memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti melakukan peanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korups,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa
Presden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwekilan Rakyat menydenggarakan sidang
paripurna untu merumuskan usul perberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada
Madis Permusyawaratan Rakyat.

(6) Magdis Permusyawaratan Rakyat wgjib menyeenggarakan sdang untuk memutuskan usul
Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama tiga puluh hari sejak Majelis
Permusyaweratan Rekyat menerimausul tersebut.

(7) Keputusan Mgjelis Permusyawaratan Rakyat aas usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presden harus diambil ddam rapat paripurna Mgdis Permusyawaratan Rakyat yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang -
kurangnya 2/3 dari jumlah anggotayang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden
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diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyd.

Pasal 7C

Presiden tidek dapat membekukan darvatau membubarkan Dewan Parwekilan Rakyat.

Pasal 8

()  JkaPresiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewgjibannya
ddammasajabatannya, iadigantiken oleh Wakil Presiden sampal masajebatannya

(2 Ddam ha terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat -lambatnya dalam waktu enam
puluh hari, Mgelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih
Woekil Presiden dari duacaonyang diusuikan oleh Presiden.

Pasal 11

@. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang
luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan
persatujuan Dewan Parwekilan Rekyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasiond diatur dengan undang -undang.

Pasal 17

(4  Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negaradiatur dalam undang-
undang

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1)  AnggotaDewan Perwakilan Dagerah dipilih dari setigp proving mdaui pemilihan umum.

(2 Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah
Sdluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu tidak |ebih dari sepertiga jumlah
anggota Dewan Perwakilan Daerah.

(3  Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4  Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah distur dengan undang -undang.

Pasal 22D

()] Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemakaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
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aam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.

(20 Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan undang -undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya dam dan sumber daya ekonomi lainnya,
sarta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada
Dewan Perwakilan Rekyat atas rancangan undang-undang anggaran pendgpatan dan bdanja
negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan

agama

(3 Dewan Perwakilan Dagrah dgpa mdakukan pengawasan aas pelaksanaan undang -undang
mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya dam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan bdanja negara, pgak, pendidikan, dan agama serta
menyampaikan hasl pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rekyat sebaga bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4)  AnggotaDewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat -syarat
dan tatacaranyadiatur ddam undang-undang.

BAB VIIB
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1)  Femilihan umum dilaksanakan secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setigp
limatahun sekali.

(2  Pemilihan umum disdenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwekilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwaki lan Rekyat
Daerah.

(3  Pesertapemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwekilan Rakyat dan anggota
Dewan Parwekilan Rakya Daerah addah partai politik.

(4  Pesertapemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah
perseorangan.

(5)  Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
nasiond, tetgp dan meandiri

(6) Ketentuanlebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang -undang.

Pasal 23

(1)  Anggaran pendgpatan dan belanja negara sebaga wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjaweb untuk sebesar -besarmnyakemeakmuran rakyet.

(2 Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara digiukan oleh Presiden
untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Parwekilan Rekyat Dagrah.

(3 Apabila Dewvan Perwakilan Rekyat tidek menyetujui Rancangan anggaran pendgpatan dan
belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran
Pendapatan dan BdanjaNegaratahun yang ldu.
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Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang -
undang.

Pasal 23C

Ha-hdl lain mengenal keuangan negaradiatur dengan undang -undneg.

BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

()  Untuk memeriksapengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu
bedan PemeriksaK euangan yang bebas dan mandiri.

(2)  Hasl pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Peawakilan Dagrah, den Dewan Parwakilan Rekyat Daerah,sesua dengan kewenangnnya

(3  Hasl pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan se suai
dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Parwekilan Dagrah dan diresmikan olen Presiden.
(20  Pimpinan Badan Pemeriksa K euangan dipilih dari dan oleh anggota

Pasal 23G

()  Badan PemeriksaKeuangan berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwakilan di
SHigp provind.
(20 Ketentuanlebihlanjut mengena Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan und ang-undang.

Pasal 24

(1)  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyel enggarakan
peradilan gunamenegakkan hukum dan keedilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitus.
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Pasal 24A

() Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasad, menguji peraturan perundang -
undangan di bawah undang-undang terhadgp undang-undang, dan mempunya wewenang
lainnyayang diberikan dleh undang-undang.

(20 Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tid ak tercela, adil,
professond, den berpengdlaman di bidang hukum.

(3  Cdonhakim agung diusulkan Komis Yudisid kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendgpatkan persetujuan dan sdanjutnyaditetgpkan sshagal hakim agung oleh Presiden.

(4  Ketuadanwakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

(5)  Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan

peradilan dibawahnyadiatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

@ Komig Y udisd bergfat mandiri yang berwenang mengusul kan peng angketan hakim agung
dan mempunyal wewenang lain ddam rangkamenjagadan menegekkan kehormatan,
ke uhuran martabet, sertaperilaku hekim.

(@  AnggotaKomid Yudisd harusmempunya pengeiahuan dan pengdamen dibidang hukum
sertamemiiliki integritas den kepribadian yang tidek tercda

@  AnggotaKomis Yudisd diangkat den diberhentikan deh Presiden dengan persditjuen
Dewan Parwakilen Rekyat.

(4)  Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komis Yudisa diatur dengan undang -undang.

Pasal 24C

(1) Mahkamah Kongtitus berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat find untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan ol eh
Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan
persdighen tentang hes| pemilihan umum.

(20 Mahkamah Kondtitus wajib memberikan putusan atas pendgpat Dewan Perwekilan Rekyat
mengenal dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presden menurut Undang-
Undang Dasar.

(3 Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang digjukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung,
tigaorang olen Dewan Parwakilan Rekyat, dan tigaorang oleh Presiden.

(4) Keuadan Wakil KetuaMahkamah Kongtitus dipilih dari dan oleh Hakim kondtitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
negarawan yang menguasa kongtitus dan ketatanegaraan, serta tidek mer angkap sebagai
pejabet negara

(6)  Pengangkatan dan pemberhentian hakim kongtitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya
tentang Miahkamah Konstitus diatur dengan undang -undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut diputuskan daam Rapat Paripurna
Magjdis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa ke-7 (lanjutan 2) tanggd 9 November 2001
Sidang Tahunan Magdis Permusyawaratan Rekyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada

tanggd ditetapkan.
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Ditetgpkan di Jekarta
pedatangga 9 November 2001
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